rdasarkan hagj
Tanggal Empat Bela

Puluh Dua di kg Kertel
ntor Kelurah ;
;l_ntuk mengadakan F'\a-r_ianjia:“See\«.ra'g
u:trl‘ih geng:&k Kelurahan Kertek dalam hal ini t
dan 8 nama diri sendiri njutnya '
sebagai PIHAK KEDUA, e

dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut
ng disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa
Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 028/  /:
tang Persetujuan Sewa Eks Tanah Bengkok Ke
rtek Kabupaten Wonosobo.

JHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-s:
bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut :

LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 1

kepada PIHAK KESATU berupa Eks Tanal
an Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten
lam perjanjian ini, dengan data-data sebagai
Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kertek
Kertek (No. SHP 40.)

Baik
3.370 m?

' KEDUA menyewa
 pertanian) Kelurah
mana ketentuan da

untuk pertanian.

'mimma dimaksud ayat (1) disewa




-y Sewa adalg
_l).-Buian Junj TahUn

Daerah;
han kembali tanah gep,
ba li (tanah dalam ke,

a Eks Tanah Bengkok tersebut be

000,- (Dua juta rupiah) per tahun; " 126 lelang ac
pada setiap tahunnya pada bulan dimana Perjanjian Sewa Meny
gkok ditanda tangan;: njian Sewa Mer

ana PIHAK KEDUA cedra janji atau tidak memenuh

ar) sebagaimana disebutkan i
, pada point ke 2 (dua) maka
um perdata maupun pidana: -

0 _Ie'lang wajib menyerahkan uang jaminan 10% dari Haron ,

anaan lelang;
dibayarkan paling lambat (dua) minggu setelah ditanda ta
njian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ini;

n uang sewa tersebut di atas disetorkan ke kas Daerah
a Penerima Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten We

1 PASAL 4
KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan y
ti dalam Tata Tertib Lelang; .
PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai penyewa setelah dltanda
rjanjian ini, maka uang sewa tidak dikemb_ahkan (menjadi
dﬁn Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

PASAL 5 _ oy
KEDUA dilarang mengalih fungsikan tan:h sewa dari lahan perta
KEDU menj tanah;
CEDUA harus menjaga kesuburan i e
ggA diwajibkan menghindarkan menanam sesuatu yang m

j k; v . B
“ j:d:’:::: Bumi dan Bangunan (::bﬂu) r:;!:jjeﬁ kewajiban Fl.

) bila Pemerintah paten OIW
k'a?mt::a::ﬁﬁjjan tanpa menuntut ganti rugi atas semua |




n
=DUA Melalaikg KESJ"\'I‘U-
. : n/ '
sebagaimang dirnek:,:ng:b“‘an i
aan Peivetangan' la Pasﬂl

m
] : ata
g dari Panitig Lelang ya:efﬂb. Lelang,
nakan Sanksi bel‘l.lpa g d'beﬁkan

Putusa e
: IHAK KESATU'
: o Cperintahkan piak
a, maka PIHAK KESATU b;rhslap diolah, PiHAK

Voad PASAL 7
eadaan Di Luar Kemampuan (Force Majeure
a keadaan Kahar (Force Majuare). : -
sud dengan keadaan Kahar atau Force Majeure merups
K terduga, pencegahannya di Luar kemampuan PARA
langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan
atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara
ana alam;
ang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pe
lusi, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari milit
ra, terorisme/ gangguan terhadap masyarakat sipil,
ase, g
ogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industri fainr
pengaruhi perjanjian ini); o
na alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjf,
: ca yang sangat buruk.
.lfubahancua yang o yang berakibat salah satu pi
adi keadaan force majeure, y . :
hak dan kewajiban-kewajibannyd befdm"a"_.
n enguranﬁi kemampuan PARA
ai pengaruh yang M

n hak-hak dan menikmati keuntungan b::asa:kan
‘persangkutan harus segera memberitahu . mpada_ e
tersebut dengan disertai

mtis gk tzgls:'nbat—lambamya 15 (lima belas) hari Miﬂl’-'




ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua |
j masing-masing bermateraj dan kesemuanya m
i, .
tanganinya Perjanjian ini, maka Penyewa berhz
ah yang disewanya.

'PIHAK KEDUA




